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PEDOMAN TRANLITERASI

A. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dilihat

pada halaman berikut :

Arab Latin Arab Latin Arab Latin
\ : 3 Z ) Q
- B S < K
< T o Sy J L
< Ts o= Sh s M
z J ua D J N
c H L T B W
¢ kh L Z o H
J D & 3 e ¢
A Z ¢ G s Y
D R - F —
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda Vokal Nama Latin Keterangan
| Fathah A A
) Kasrah I I
f Dammah U U
Contoh:

S kataba  dan e su'ila
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

xi



Tanda Vokal Nama Latin Keterangan

& Fathah dan ya’ sakin Ai Adan1
e Fathah dan wau sakin Au Adan U
Contoh:
«S: kaifa dan  J%= haula
C. Maddah
Tanda
Nama Latin Keterangan
Vokal
L Fathah dan alif a a dengan garis di atas
¢ Kasrah dan ya’ 1 1 dengan garis di atas
Pe Dammah dan wau i u dengan garis di atas
Contoh:
Ju cqala 3% :qgila dan 05 yagiilu

D. Ta’ Marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiita ada dua, yaitu : ta marbiita yang hidup atau
mendapat harkat fatha, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan
ta marbiita yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbita diikut oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JulYl 4y : raudah al-atfal

3 sall Al . al-Madinah al-Munawwarah
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E. Syaddah (Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan tanda tasydid (&), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
), : rabbana
Jdy : nazzala

F. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurug alif-
lam ma ‘rifah “J”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyi yaitu “J” diganti huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti
kata sandang tersebut.
Contoh:
B ar-rajulu
suul  : gs-sayyidah
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf
sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan
tanda sambung (-). Aturan ini berlaku untuk kata sandang yang diikuti oleh huruf

syamsiyah maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah.

xiii



Contoh:

Al . al-galamu

wddl o gl-falsafah
G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah yaitu menjadi apostrof (*) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal
kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

(s s syai'un Sl umirtu el :an-nau’u
H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut
cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an dari al/-Qur’an, Sunah dari
sunnah. Kata al-Qur’an dan sunah sudah menjadi bahasa baku Indonesia maka
ditulis seperti bahasa Indonesia. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian
dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-Qur’an

As-Sunnah gabl at-tadwin
L. Lafz al-Jalalah (&)

Kata Allah yang didahului dengan partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya, atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.

Contoh:
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Al - dinullah

Al : billah

Adapun ta’ matrbutah di akhir kata yang betemu dengan lafz al-jalalah,
ditransliterasikan dengan huruf “¢”.

Contoh:

A des ) A oa : hum fi rahmatillah
J. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan
sebagainya seperti keterangan-keterangan dalam EYD. Awal kata sandang pada
nama diri tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika terletak di awal kalimat.

Contoh:

Jsm ¥l 2eaalag : Wama Muhammadun illa rasil

Abu Nasir al-Farabil

Al-Gazalt

Syahru Ramadan al-lazi unzila fth al-Qur’an
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ABSTRAK

Nama : Rara Amiati
Nim : 14.3.07.0004
Judul : Sistem Paja Tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan

Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Berdasarkan Hukum
Ekonomi Syariah

Pada umumnya sistem paja tanaman kelapa sudah lama dilakukan di
tengah-tengah masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung
Kabupaten Donggala. Yakni dengan datangnya si A meminjam uang kepada si B
yang memberikan pinjaman uang, dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
ketika melakukan perjanjian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang sifatnya
deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan penulis adalah : data
primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data adalah: teknik
pengamatan, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Lalu teknik analisis yang
digunakan penulis adalah: reduksi data, model data dan Verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem paja tanaman kelapa yang
dilakukan oleh manyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung
Kabupaten Donggala, yaitu sistem paja yang menggunakan unsur tolong
menolong antara sesama masyarakat desa yaitu diawali dengan perjanjian akad
paja tanaman kelapa yang dilakukan secara lisan karena sudah saling percaya
antara satu dengan yang lain. dan dihadiri oleh dua orang saksi dengan jangka
waktu yang telah ditetapkan. Paja tanaman kelapa biasanya dilakukan kepada
pedagang atau kerabat terdekat. Proses pelunasan paja tanaman kelapa tidak
menghitung ataupun mencatat setiap hasil panen, tetapi berpatokan kepada jangka
waktu yang diberikan sehingga menimbulkan gharar didalam akad tersebut.
Sistem paja tanaman kelapa kadang menguntungkan salah satu pihak kadang juga
merugikan salah satu pihak. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem
paja tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala rukun, syarat agid, syarat marhun bih, syarat marhun, rahin
memanfaatkan marhun dan murtahin memanfaatkan marhun sudah sesuai dengan
syariat Islam. Yang menjadi permasalah adalah syarat shighat.

Dari kesimpulan yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan sistem paja
tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala belum sesuai dengan syariat Islam. Dalam pemanfaatan barang yang
dijadikan jaminan dari pihak penerima paja menikmati atau memanfaatkan hasil
barang jaminan secara penuh.

Adapun saran dari penulis yaitu bagi para pihak yang melaksanakan
transaksi paja tanaman kelapa hendaklah saling memberikan pengertian satu sama
lain yaitu antara pemaja dan penerima paja. Mengenai proses pelunasan paja
tanaman kelapa hendaklah dicatat setiap pemasukan setiap hasil panennya agar
diketahui berapa jumlah utang yang sudah terbayar.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang
membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global.
Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum
Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan
suatu hasil dan manfaat yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan
(kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa
harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh Syariat Islam.'

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia
secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan, aspek aqidah, ibadah,
akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup
rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan
bermasyarakat. >

Manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup dalam
masyarakat. Sebagai mahluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya
manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup
bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak
untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Segala usaha manusia dalam

memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran hidupnya disebut ekonomi. >

'Muhammad Sholekhul Hadi, Penggadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem
Penggadaian Nasional (Ed. 1; Jakarta: Salembah Diniyah, 2003), 2.

2 Suparman Usman, Hukum Islam ;Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata
Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66.

3Said Marton, Ekonomi Islam di tengah Krisis Ekonomi Global (Jakarta: Zikrul Hakim,
2007),37.



Masalah ekonomi terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar
perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak
tertentu yang disebabkan adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.*

Manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya
dengan tidak merugikan orang lain. Manusia boleh mencari rezeki dan
mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Mereka mendapat manfaat dari orang
lain dan sebaliknya mereka memberi manfaat kepada orang lain. Untuk
memperoleh rezeki yang banyak, cara dan jalan yang ditempuh tentunya dengan
cara yang benar dan halal.’

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong
menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu menolong yang
kurang mampu, yang kuat menolong yang lemah. Tolong menolong bisa berupa
pemberian dan bisa juga berupa pinjaman.®

Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai hasrat untuk hidup bersama.
Lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang mahluk hidup
secara layak dan sempurna tanpa bantuan dan atau kerja sama dengan orang lain.
Oleh sebab itu, kerja sama antara manusia merupakan sebuah kebutuhan. Dan
kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari
manusia tidak terlepas dari kehidupan berupa uang, padahal ia memiliki sejumlah
barang yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan

dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi

4Usman, Hukum Islam.

Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Ed.1, Cet. 7: Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2011),133.

SSolikhul Hadi, Penggadaian, 1.



keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. 'Dalam kondisi seperi ini orang
bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu alternatif
tersebut, misalnya dengan cara menggadaikan barang. ® istilah yang digunakan
masyarakat Desa Ketong adalah Paja. la adalah sebuah akad utang piutang yang
disertai dengan jaminan tanaman kelapa dan dalam pelunasannya menggunakan
jangka waktu yang ditentukan kedua belah pihak yang berakad.’

Desa Ketong merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan
Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dan termasuk desa yang banyak
ditumbuhi tanaman pohon kelapa. Oleh karena itu, sering terjadi transaksi utang
piutang yang mana tanaman kelapa dijadikan sebagai barang jaminan atas utang
mereka. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang
sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses paja
tanaman kelapa tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A
yang akan menggadaikan kelapanya kepada si B seseorang yang akan
memberikan pinjaman. Masyarakat Desa Ketong biasanya memajakkan kelapanya
kepada kerabat atau keluarga ataupun kepada tetangganya. Dengan waktu
pengembalian barang (tanaman kelapa) ditentukan sesuai dengan akad. Dan pada
saat transaksi paja itu dilaksanakan kedua belah pihak menghadirkan saksi,
sekedar untuk menyaksikan berlangsungnya akad paja tersebut dan hanya

menempuh jalan kekeluargaan.

"Hasan M. Ali, Masail Fighiyah (Ed. Revsi, Cet. 4: Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003),124.

*Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Cet.4 : Yogyakarta: Liberty, 2000),28.
’Rajab T. Saimu, Kepala Desa Ketong. Wawancara. Palu. 24 November 2017.



Tradisi yang berlaku di sana yaitu setiap bentuk pinjaman uang dengan
jaminan tanaman kelapa, maka setelah melakukan perjanjian utang-piutang
pemaja (orang yang meminjam uang) menyerahkan tanaman kelapa sebagai
jaminan guna penyerta atau pengikat hutang untuk menambah kepercayaan
penerima paja (orang yang memberikan pinjaman uang). Setelah perjanjian
dilakukan penerima paja dapat memanfaatkan penuh tanaman kelapa tersebut
selama jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Praktek Paja tanaman kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala ini tentu saja ada
salah satu pihak yang dirugikan. Karena dalam pelunasan hutang pemaja tanaman
kelapa ini walaupun utang sudah terlunasi namun jangka waktu kesepakatan yang
disepakati belum selesai/habis, maka tanaman kelapa tersebut masih menjadi hak
penerima paja. Begitu juga sebaliknya apabila jangka waktu yang telah ditentukan
selesai/habis dan utang belum terlunasi maka penerima paja Wwajib
mengembalikan barang jaminan. Tetapi dalam kejadian seperti ini yang sering
terjadi hutang pemaja sudah terlunasi sedangkan jangka waktu yang ditentukan
masih banyak. Cara seperti demikian merupakan pemerasan dan sama sengan

praktik riba. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah (2): 279.

P
- w

st il 255 o3 (_‘d}w/;i&\w \ybb‘)lwv.,gb

Terjemahnya :

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu



bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu
tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan). '

Berdasarkan ayat di atas, jika kamu tidak melaksanakan apa yang
diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut,
maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dasyat dari Allah dan Rasul Nya.
Perang yang dimaksud tidaklah harus dalam bentuk mengangat senjata, tatapi
segala upaya untuk memberantas dan menghentikan praktek riba."’

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, hal inilah yang
mendorong penulis mangadakan penelitian lebih terhadap Sistem Paja Tanaman

Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka untuk memperjelas
maksud dan sasaran dalam pembahasan ini. Penulis merumuskan masalah pokok
penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem paja tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan

Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala ?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem paja tanaman
kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten

Donggala ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan; Al-Jumanatul ‘Ali (Bandung: J-
ART, 2004),47.

“"M. Quraish Shihab, Tafsil AI-Misbih, (Cet, 4: Ciputat : Lentera Hati, 2000), 558



a. Untuk mengetahui sistem paja tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan
Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
b. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah mengenai sistem paja tanaman

kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala .
2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem Paja
tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung.
b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti yang akan

datang.
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Proposal ini berjudul “ Sistem Paja Tanaman Kelapa di Desa Ketong
Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Ditinjau Berdasarkan
Hukum Ekonomi Syariah ” untuk memberi pemahaman beberapa variabel yang

terdapat dalam proposal ini. Adapun penjelasan istilah sebagai berikut :
1. Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (systéma) dan bahasa Yunani (sustéema)
adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan
bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai

suatu tujuan.

Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam
forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan

pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam



pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang

memiliki hubungan di antara mereka. 2

2. Paja

Paja adalah meminjam sejumlah uang dengan jaminan tanaman kelapa
menggunakan jangka waktu pertahun sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang
berakad."

3. Hukum ekonomi syariah

hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan
perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Sedangkan
ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh sebuah atau

banyak nilai-nilai atau moral islamiah.

Jadi, jika digabungkan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum
yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang
dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Alquran,
hadis, dan ijtihad para Ulama.'* Adapun perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syariah yaitu, jual beli, ijarah, ‘ariyah, syirkah dan
lain-lain. yang dimaksud hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah

gadai Islam.
E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini berjudul “ Sistem Pgja Tanaman Kelapa di Desa Ketong
Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala” yang terdiri dari lima bab

setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Untuk mempermudah

ZWikipedia, “Sistem” dalam http://id.m.www.wikipedia.org/wiki/sistem.htm. Diakses
tanggal 30 Mei 2018

13 Saimu, Wawancara. Palu. 24 November 2017

“Bonaven Blog. Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah Serta Prinsip
Yang  Terkandung  Didalamnya.  http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/07/pengertian-
mendalam-mengenai-hukum.htm. Diakses tanggal 09 Aguatus 2018.




pemahaman pembaca tentang karya ilmiah ini, maka penulis menguraikan
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasiorial,
dan garis-garis besar isi.

Bab II akan diuraikan tentang pengertian paja, penelitian terdahulu,
pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun gadai, syarat-syarat gadai, hak dan
kewajiban penerima dan pemberi gadai serta berakhirnya transaksi gadai.

Bab III akan diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi
pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber
data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan data pengecekan keabsahan
data.

Bab IV akan diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah
yang ada, yaitu : gambaran umum Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung
Kabupaten Donggala, sistem paja tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan
Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dan tinjauan hukum ekonomi syariah
terhadap sistem paja tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang
Tanjung Kabupaten Donggala.

BAB V akan diuraikan tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan

dan saran-saran.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Yugiani, angkatan 2013
Mahasiswa program strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Datokarama Palu dengan judul skipsi “Sistem Gadai Sawah
Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Siney Kecamatan
Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong)” fokus pembahasan skripsi
ini yaitu : bagaimana praktek gadai sawah, faktor-faktor yang melatar-
belakangi terjadinya gadai sawah, dan status pemanfaatan barang jaminan
pada gadai sawah menurut hukum ekonomi Islam di Desa Siney
Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.'

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Susilawati, angkatan 2014
mahasiswa strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan
judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kelapa Sawit
Beserta Sistem Bagi Hasilnya (Studi Kasus Desa Solonsa Kecamatan
Witapanda Kabupaten Morowali) pembahasan skripsi ini yaitu tentang
sistem gadai kelapa sawit beserta bagi hasilnya, tinjauan hukum Islam
terhadap gadai kelapa sawit dan faktor pendukung tentang pemanfaatan
gadai kelapa sawit di Desa Solonsa Kecamatan Witaponda Kabupaten

Morowali.?

'Sri Yugiani, “Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hikum Ekonomi Islam; Studi
Kasus Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong ”skripsi tidak
diterbitkan (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Palu, 2013).

*Susilawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kelapa Sawit Beserta
Sistem Bagi Hasilnya ;Studi Kasus Desa Solonsa Kecamatan Witaponda Kabupaten
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3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ikrimah, angkatan 2015 mahasiswa
strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul skripsi
“Presfektif Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah di Desa Mario
Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara” pembahasan skripsi ini
tentang praktek gadai tanah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek
gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulumario Kecamatan
Sarudu Kabupaten Mamuju Utara.?

Melihat skripsi atau penelitian terdahulu di atas penulis menyimpulkan
bahwa persamaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman dengan
jaminan. Sedangkan perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan
penelitian yang dilakukan oleh yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya tidak
terdapat jagka waktu pengembalian marhin®. Sehingga murtahin® bebas
memnfaatkan marhin sampai rahin® melunasi hutangnya. Sedangkan di dalam
penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat jangka waktu pengembalian

barang jaminan, karena di dalam akad perjanjian sudah sudah ditetapkan jangka

waktu pengembalian barang jaminan.

Morowali” skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2014).

*Tkrimah, “Presfektif Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Di Desa Bulu
Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara”. Skripsi tidak diterbitkan (Palu:
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015).

*Marhiin adalah harta yang dipegang oleh murtahin, lihat Zainuddin Ali, Hukum
Gadai Syariah, (Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008),22.

*Murtahin adalah orang yang menerima jaminan, lihat Rachmat Syafe’l, Figih
Muamalah, untuk : UIN, STAIN, PTAIS, dan umum (Bandung: Pustaka Setia. 2001) 162

SRahin adalah orang yang memberikan jaminan, lihat. Ibid. 162
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B. Pengertian Dan Dasar Hukum Gadai
1. Pengertian Gadai

Transaksi hukum gadai dalam fikih disebut rahn.” Ia adalah sebuah akad
utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan).® Pengertian rahn
dalam bahasa Arab adalah tsubiit wa dawam # s <&l ” yang berarti “tetap”
dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun rahin s\ '° yang berati air yang
tenang. Hal itu berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Muddatstsir (74) : 38
sebagai berikut:

Terjemahnya: /
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.''

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang
tercakup dalam kata al-habsu yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna
yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata rahn berarti “menjadikan
suatu barang yang bersifat materil sebagai pengikat utang. *.

Pengertian gadai secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap,
kekal dan jaminan.'? Sedang dalam pengertian istilah gadai adalah menyerahkan

benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan

"Zanuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Ed. 1, Cet. 1; Jakarta : Sinar Grafika,
2008), 1.

¥Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Ed. 1, Cet. 1 ; Jakarta: Raga
Grafindo Persada, 2002),175.

’Adib Bisri dan Munawwira A. Fatah, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia
Al-Bisri (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999). 373.

Ibid.,3.

"Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan; Al-Jumanatul ‘Ali
(Bandung: J-ART, 2004), 576.

2Ali, Hukum.
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dalam utang piutang. Jika waktu pembayaran yang telah ditentukan telah tiba dan
utang belum terbayar, maka marhiin digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara
dijual sebagai bayar dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang
berutang."

Pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang
atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan
kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang
lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan
disebut sebagai barang jaminan, agunan dan rungguhan. Sedang pengertian gadai

dalam hukum Islam adalah :

JJJ\J.buﬁc-w.lr\j\un.ﬂ\gﬂ:.\r\uiuwud-buqé}d\ ‘;A\.J\.CML@JU-&J&"
Artinya :
Menj adikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan

syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkmkan untuk mengambil
seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Selain pengertian rahn yang dikemukakan di atas, penulis mengungkapkan
pengertian rahn yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagaimana yang
dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut :

a. Ulama Syafi’Tyah mendefinisikan sebagai berikut :

Menjadikan barang sebagai jaminan utang yang barang itu digunakan untuk
membayar utang tersebut ketika pihak yang berutang, tidak bisa membayar
utang tersebut. '

B7zainuddin, Al-Islam 2;Muamalah dan Akhla. ( Cet 1; Bandung: Pustaka Setia,
1999), 21.

“Hadi Sudarsono, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yogyakarta: tp,
t.th),156.

“Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Ed. 1, Cet.11 ; Depok: Rajawali Pers, 2017),
106.
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b. Ulama Hanabilah Mengungkapkan sebagai berikut :

Harta yang dijadikan jaminan utang yang ketika pihak yang menaggung utang
tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan
harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut.'’

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

Sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari
pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).'®

d. Ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad

Wardi Muslich sebagai berikut :

Menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai
jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk mengambil semua utang
atau mengambil sebagiannya dari benda tersebut.'”

e. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan sebagai berikut :

Gadai (rahn) adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan
utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’
sebagai tanggungan marhiin bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang
itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.*’

f. Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan sebagai berikut :

Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan
atau pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai
ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan
untuk dapat mengambil kembali atau sebagian piutangnya.”'

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum
Islam di atas, penulis berpendapat bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang

jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas

"*Wahbah Az-Zuhaili. Figih Islam Wa Adillatuhu, terj. , Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk. (Cet. 1, jilid 6 ; Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

"Ibid., 107.

®Ibid., 107.

' Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Cet.1. Jakarta: Amza, 2010), 286.

2 Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta : UII Press, 2000),11.

*'"Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Cet. 1;
Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 128.
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pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis,
sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil
kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang dimaksud, bila pihak
yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah
ditentukan.

Selain  pengertian gadai yang dikemukakan di atas, penulis
mengungkapkan pengertian gadai yang diberikan oleh para ulama Fiqih sebagai
berikut.

a. Menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut :

Rahn adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara’ sebagai
jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil
sebagian (manfaat) barangnya itu.”

b. Menurut Masjfuq Zuhdi sebagai berikut :

Rahn adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan
barang sebagai tanggungan utang.

c. Menurut Nasrun Haroen sebagai berikut :

Rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak
(piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik
keseluruhannya ataupun sebagiannya.**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa rahn adalah menjadikan
barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan
erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang
itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang
dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.

Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa

*Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah. terj. Kamaluddin A. Maerzuki, dkk. (Cet. 12;
Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1993), 139.

“Masyfuk Zuhdi, Masail Fighiyah ( Ed. 2, Cet. 8; Jakarta: Haji Mas Agung,
1994), 123.

*Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2007),252.
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utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh
minta jaminan dalam bentuk barang berharga.”

Jika memperhatikan pengertian gadai (rahn) di atas, maka tampak bahwa
fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam
uang adalah untuk memberi ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan
keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, rahn pada prinsipnya merupakan

suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial.*®

2. Dasar Hukum Gadai

Hukum pinjam meminjam dengan jaminan adalah firman Allah swt. Q.S

al-Baqarah (2) : 283. Sebagai Berikut :*’

do
A 7

.......... 4.‘4: u—“ﬁtj-’gb"-”jpjj-‘-*&ﬁjdd

-

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”®

Diriwayatkan Sahih Muslim ia berkata :

2 i e B iy o I i3yt e b 5 o ol i 81068 A0 piisle L
Artinya :

‘Dari Aisyah r.a., Bahwasannya Rasulullah saw., pernah membeli makanan
dari seorang Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan

»Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Figh Muamalat
(Cet.3 ; Jakarta: Kencana, 2015), 265.

*Ali, Hukum, 3-4.
*’Suhendi, Figh.
2K ementrian Agama RI, A/-Qur’an, 49.

*Imam Abi Husaini Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyari al-Naisabur, Sahih Muslim
(Beirut Libanon: Dar Fiqr, 1993).51.
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batas waktu tertentu, dan Rasiilullah saw., menggadaikan baju besi kepada
seorang Yahudi tersebut (sebagai jaminan).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-
bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka
seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim. '

Dalam melakukan akad gadai (rahn) hendaknya memperhatikan prinsip-
prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip-prinsip yang dimaksud
adalah :

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang
ditentukan oleh al-Quran dan sunah Rasul.

b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur
paksaan.

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam
kesempitan.*>

C. Rukun Dan Syarat Gadai
1. Rukun Gadai

Gadai (rahn) atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki
beberapa rukun, antara lain :

a. Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata ; “aku gadaikan mejaku ini

dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab. “aku terima gadai

*Abdul Wahid, Himpunan Hadits Shahih Muslim (Cet. 1; Surabaya: Arkola,
2004), 131.

*'Suhendi. Figh, 107.
*Basyir, Asas-Asas, 15-16.
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mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-
kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

b. Agid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin).
Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli fasharuf, yaitu mampu
membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang
berkaitan dengan gadai (rahn).”

c. Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang dijadikan jaminan
ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.34

d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap. >

Dalam figih empat mazhab (figh al-madzahib al-arba’ah) diungkapkan
rukun gadai (rahn) sebagai berikut :

a. Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (1)
rahin Dan (2) Murtahin, atau menerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh
sighat, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan
penerima gadai). Untuk melaksanakan akad gadai (rahn) yang memenuhi
kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih
harus memenuhi rukun dan syarat.

b. Ma’qud ‘alaih (barang yang diakadkan) meliputi 2 (dua) hal, yaitu (1)
marhiin, dan (2) marhiin bih (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad
gadai (rahn). Namun demikian ulama fiqih berbeda pendapat mengenai
masuknya shighat sebagai rukun dari terjadinya gadai (rahn). Ulama mazhab

Hanafi berpendapat bahwa shighat tidak termasuk sebagai rukun gadai

33Suhendi. Figh,107.

Ali Hasan, Masail Fighiyah. (Ed. Revisi. Cet. 4 Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2003). 108.

**Suhendi. Figh,108.
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(rahn), melainkan 7jab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi
pemilik barang) dan gobiil (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan

menerima barang agunan tersebut).”’
2. Syarat Gadai

Dalam gadai (rahn) disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut
a. Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut
ulama Hanafiyah ahliyah adalah kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan
akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan akad jual beli, maka
sah dan boleh untuk melakukan akad rahn.

Sedangkan ahliyyah di dalam rahn menurut selain ulama Hanafiyyah
adalah kelayakan kompetensi melakukan jual beli dan kelayakan kompetensi
untuk melakukan derma. Jadi akad rahn sah jika diadakan oleh orang yang sah
akad jual beli dan dermanya.”’

b. Syarat Shighat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak boleh
disyaratkan kepada waktu mendatang. Karena akad rahn memiliki unsur
kesamaan dengan akad jual beli dilihat dari sisi bahwa rahn adalah jalan untuk
membayar utang dan mendapatkan pembayaran utang. **

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam gadai (rahn) ada
yang sahih dan yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut.

1) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat dalam gadai (rahn) ada tiga yaitu

Ali, Hukum,20-21.
37 Az-Zuhaili, Figih Islam, 112-113.
*Ibid., 118.
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a) Syarat yang sah yaitu mensyaratkan di dalam akad rahn dengan sesuatu
yang sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi akad rahn itu sendiri,
seperti mensyaratkan diutamakan dan diprioritaskannya pihak murtahin
untuk dibayar utangnya ketika pihak rahin tidak hanya memiliki
tanggungan utang kepada murtahin saja, akan tetapi juga memiliki
tanggungan utang kepada orang lain.

b) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku yaitu mensyaratkan dengan
sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti
mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu
umpamanya, maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun
akad rahn yang ada tetap sah.”

c) Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad rahn yang ada ikut
menjadi tidak sah seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang
merugikan pihak murtahin, seperti mensyaratkan pihak murtahin tidak
boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada telah jatuh
tempo sedangkan pihak rahin belum juga membayar utang yang ada
kecuali setelah satu bulan misalnya.*

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan

dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak membawa kepada sesuatu

yang haram, maka syarat tersebut sah. adapun syarat yang bertentangan
dengan apa yang dikehendaki oleh akad, maka syarat itu fasid (batal, tidak
sah) dan menjadikan akad rahn yang ada ikut menjadi batal dan tidak sah.

Menurut Ulama Hanabilah memiliki pendapat sama dengan pendapat ulama

Malikiyyah, yaitu bahwa syarat ada dua macam, sah dan fasid.

Ibid., 119.
“1bid., 120.
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a) Syarat yang sah adalah syarat yang mengandung kemaslahatan akad, tidak
bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak membawa
kepada sesuatu yang dibenci oleh syara’.

b) Syarat yang fasid adalah syarat yang bertentangan dengan apa yang
dikehendaki akad, seperti mensyaratkan barang yang digadaikan tidak
boleh dijual ketika utang yang ada telah jatuh tempo, atau mensyaratkan
utang yang ada tidak dibayar dari harga barang yang digadaikan, atau
mensyaratkan barang yang digadaikan tidak boleh dijual ketika
dikhawatirkan rusak .*'

c. Syarat marhiin bih (Utang)
Marhiin bih adalah hak yang diberikan ketika gadai (rahn). Ulama
Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu :
1) Marhiin bih harus merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya
Menurut ulama selain Hanafiyah, marhiin bih harus berupa utang yang
ditanggung, maksudnya utang tersebut adalah utang yang wajib dibayar dan
diserahkan oleh rahin.*
2) Marhin bih memungkinkan dapat dibayarkan
Jika marhiin bih tidak dapat dibayarkan, gadai (rahn) menjadi tidak sah
sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkannya gadai (rahn).”
3) Hak atas marhiin bih harus jelas
Ulama Syafi’tya dan Ulama Hanabilah mensyaratkan tiga hal terhadap

marhiin bih sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili seperti berikut :

“bid., 121.
Ibid.,123.
* Azhar Basyir, Asas-Asas, 53.
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1) Berupa tanggungan utang yang positif dan wajib, seperti jaminan utang, nilai
harga barang yang dirusakkan, atau berupa kemanfaatan seperti jasa.

2) Utang yang dijadikan marhiin bih sifatnya harus positif dan mengikat atau
akan berujung positif dan mengikat.

3) Utang yang dijadikan marhiin bih harus diketahui dengan jelas spesifikasinya,
yaitu kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak.**

d. Syarat Marhiin

Marhiin adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama
figih sepakat mensyaratkan marhiin sebagaimana persyaratan barang dalam jual-
beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.

1) Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda yang
dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah
menjadi hak milik seseorang. Misalnya : pekarangan, rumah dan lain
sebagainya.*

Sebagaimana jual beli syarat marhiin harus suci dan bukan barang najis
serta halal dipergunakan. Oleh sebab itu tidak sah menggadaikan barang najis
seperti kulit bangkai meski sudah disamak, juga menggadaikan babi dan anjing
karena hewan tersebut tidak sah diperjualbelikan.

2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan

Imam as-Syafi’T mengatakan bahwa barang gadai dapat diambil
manfaatnya menurut syara’ meskipun pada saat yang akan datang, meski hewan

yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya.

* Az-Zuhaili, Figih Islam, 130-132.

* Azhar Basyir, Asas-Asas.
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Setiap barang yang boleh diperjual belikan, boleh juga dijadikan barang
jaminan (digadaikan), kecuali manfaatnya. Oleh karena itu tidak menggadaikan
manfaat hak jalan.

3) Marhin berupa barang

Karena tidak boleh menggadaikan dengan pemanfaatan, seperti yang telah
dijelaskan di atas, juga tidak sah menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas
bendanya.

4) Marhiin adalah milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun
manfaatnya.

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fugaha ialah
barang harus diserahterimakan, jadi barang yang tidak ada, tidak dapat
diserahterimakan, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan.

Jadi barangnya harus ada dalam kekuasaanya, dengan demikian burung di
udara, ikan di laut, binatang yang di hutan dan sebagainya tidak dapat memenuhi
syarat untuk dijadikan objek akad.*®
Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhiin, antara lain :

1) Marhiin harus bisa dijual

2) Marhin harus berupa harta

3) Marhiin harus memiliki nilai

4) Marhin harus diketahui dengan jelas dan pasti

5) Marhun statusnya harus milik rahin

6) Marhin tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadai

7) Marhin tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan

*Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah (Beirut:
Dar al-Fikr, T.th), 328-329.
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8) Marhin tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu.*’

e. Rahin Memanfaatkan Marhiin

Status rahin dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun,
kepemilikan itu dibatasi oleh hak habsu (hak menahan barang gadai) oleh
murtahin. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka rahin tidak mempunyai
hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.*®

Pendapat jumhur selain ulama Syafi’lyah yang mengatakan tidak boleh
bagi rahin memanfaatkan marhiin, dan pendapat kedua, yaitu pendapat ulama
Syafi’tyah yang mengatakan boleh bagi rahin memanfaatkan marhiin selama itu
tidak merugikan dan menimbulkan kemudaratan bagi pihak murtahin®.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan
marhiin dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain
sebagainya kecuali dengan izin murtahin, seperti halnya murtahin juga tidak
boleh memanfaatkan marhiin kecuali atas seizin rahin.

Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Hanafiyah, yaitu
tidak boleh bagi rahin memanfaatkan marhiin kecuali dengan izin atau
persetujuan murtahin.”’

Ulama Malikiyah memiliki pandangan yang lebih keras lagi dibanding
kedua mazhab sebelumnya. Mereka menetapkan tidak boleh bagi rahin
memanfaatkan marhiin. Mereka juga menetapkan bahwa izin murtahin kepada
rohin untuk memanfaatkan marhiin menyebabkan akad rahn yang ada batal,

meskipun rahin akhirnya tidak benar-benar memanfaatkannya. Karena pemberi

7 Az-Zuhaili, Figih Islam, 133-138.
S Ali, Hukum,32.

¥ Az-Zuhaili, Figih Islam, 189.
*’Ibid., 190.
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izin oleh murtahin kepada rahin untuk memanfaatkan marhin disini dianggap

sebagai bentuk pelepasan hak murtahin terhadap marhin.”
f. Murtahin Memanfaatkan Marhiin

Jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh
memanfaatkan marhiin. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan
hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan
kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka
menginterprestasikannya dalam konteks jika rahin tidak bersedia untuk
memenuhi biaya kebutuhan marhiin, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan
marhiin adalah murtahin, maka jika begitu, murtahin boleh memanfaatkannya
sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut
yang telah ia keluarkan. Sementara ulama Hanabilah memperbolehkan murtahin
memanfaatkan marhiin, jika marhin adalah hewan, maka ia boleh memerah
susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk
memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.’>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan
marhiin, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, menggunakan
atau membaca, kecuali denga izin rahin. Karena murtahin hanya memiliki hak
habsu saja bukan memanfaatkan. Apabila murtahin memantaatkan marhiin, lalu
marhiin itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai marhiin secara

keseluruhan, karena berati ia telah menggashab.53

bid.,191.
Ibid., 192.
3Ibid., 193.
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Ulama Malikiyah mengklasifikas, apabila rahin mengizinkan kepada
murtahin untuk memanfaatkan marhiin atau murtahin mensyaratkan ia boleh
memanfaatkan marhiin, maka itu boleh jika utang yang ada adalah dikarenakan

akad jual beli atau yang sejenisnya dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan

batas waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan. >*

Ulama Syafi’tyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama
Malikiyah, yaitu murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan.
Adapun alasan kenapa akad rahn tersebut tidak sah adalah dikarenakan syarat
tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad rahn, sama seperti
mensyaratkan sesuatu yang merugikan murtahin.”

Adapun ulama Hanabilah, maka mereka mengklasifikasi, yaitu apabila
marhiin selain hewan, yaitu apabila marhiin adalah sesuatu yang tidak butuh
pembiayaan untuk memberi makan, seperti rumah, barang dan lain sebagainya,
maka murtahin sama sekali tidak boleh memanfaatkan marhiin itu tanpa seizin
raohin. Karena marhiin, kemanfaat-kemanfaatannya dan apa yang dihasilkannya
adalah milik rahin oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang boleh
mengambilnya tanpa seizin rahin.’’

D. Risiko Kerusakan Barang Yang Digadaikan

Bila marhiin hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak
wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian
murtahin atau karena disia-siakan, umpamanya murtahin bermain-main dengan
api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang

itu hilang dicuri orang. Pokoknya murtahin diwajibkan memelihara sebagaimana

*bid., 194.
*Ibid., 195.
*Ibid., 196.
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layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apabila hilang,
menjadi tanggung jawab murtahin’’.

Menurut Hanafi, murtahin yang memegang marhiin menanggung risiko
kerusakan marhiin atau kehilangan marhiin, bila marhiin itu rusak atau hilang,
baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanafi murtahin harus
menaggung risiko kerusakan atau kehilangan marhiin yang dipegangnya, baik
marhin itu hilang karena disia-siakan atau dengan sendirinya, sedangkan menurut
Syafi’tyah murtahin menanggung risiko kehilangan atau kerusakan marhin bila
marhin itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh

murtahin.>®
E. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan kewajiban penerima gadai

a. Murtahin berhak menjual marhiin apabila rahin tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan marhin dapat
digunakan untuk melunasi pinjaman (marhiin bih) dan sisanya dikembalikan

kepada rahin.
b. Murtahin berhak mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk
menjaga keselamatan marhiin.
c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak murtahin berhak menahan
marhiin yang diserahkan oleh rahin.
Berdasarkan hak murtahin dimaksud, muncul kewajiban yang harus

dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut.

*’Suhendi, Figh, 109
*bid., 110.



27

a. Murtahin bertanggung jawab atas hilang dan merosotnya marhiin bila hal itu
disebabkan oleh kelalaiannya.

b. Murtahin tidak boleh menggunakan marhiin untuk kepentingan pribadinya.>

Cc. Murtahin berkewajiban memberitahukan kepada rahin sebelum diadakan

pelelangan marhiin .

2. Hak dan kewajiban rahin

®

Rahin berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah

ia melunasi pinjaman utangnya.

b. Rahin berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta
benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.

c. Rahin berhak menerima sisa hasil penjual marhiin sesudah dikurangi biaya
pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

d. Rahin berhak meminta kembali marhin bila murtahin diketahui
menyalahgunakan harta benda gadaiannya.

Berdasarkan hak-hak rahin di atas maka muncul kewajiban yang harus
penuhinya, yaitu :

a. Rahin berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan
oleh penerima gadai.

b. Rahin berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaiannya, bila dalam

jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi uang

pinjamannya.®

59Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, 39
“Ibid., 41.
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F. Berakhirnya Transaksi Gadai

Gadai (rahn) dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti
membebaskan utang, hibah, membayar utang, dan lain-lain yang akan dijelaskan
di bawah ini.

1. Diserahkannya marhiin kepada pemiliknya

Menurut jumhur ulama selain Syafi’tyah, akad rahn selesai dan berakhir

dengan diserahkannya marhiin kepada pemiliknya.
2. Terlunasinya seluruh utang yang ada

Apabila rahin telah melunasi seluruh marhiin bih, maka akad rahn secara
otomatis selesai dan berakhir.

3. Penjualan marhiin secara paksa

Penjualan marhiin secara paksa yang dilakukan oleh rahin atas perintah
hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika r@hin menolak untuk menjual
marhiin.

4. Terbebasnya rahin dari utang

Terbebasnya rahin dari utang yang ada walau dengan cara apapun. Dan
seandainya murtahin menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti
barang gadaian yang pertama, maka marhiin dianggap telah tertebus.

5. Pembatalan akad rahn dari pihak murtahin

Murtahin membatalkan akad rahn yang ada, walaupun pembatalan
tersebut hanya sepihak.’’

Pembatalan akad rahn oleh murtahin, menurut Ulama Hanafiyah

disyaratkan harus disertai dengan mengembalikan marhiin kepada rahin.

! Az-Zuhaili, Figih Islam, 229.
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Sementara itu menurut Ulama Malikiyah, akad rahn menjadi batal dengan
membiarkan marhiin berada ditangan rahin hingga ia menjualnya.
6. Rahin meninggal
7. Marhiin rusak®
8. Tasharuf dan Marhiin
Gadai (rahn) dipandang habis apalagi marhin ditasharrutkan seperti

dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.63

Ibid., 230
% 1bid., 231.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Pencelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang sifatnya
deskriptif. Deskriptif artinya penulis mengadakan penelitian dengan memberi
gambaran secara umum tentang objek yang menjadi sasaran peneliti. Adapun
pendekatan yang dimaksud adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai
alat penelitian, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data
untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat
deskriptif menurut Suharsini Arikunto lebih tepat apabila menggunakan
pendekatan kualitatif."

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai
metode yang cocok dengan arah penelitian ini, juga karena penelitian ini tidak
memerlukan hipotesis. Karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan
angka-angka. Berdasarkan jenis metode penelitian tersebut, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan hal-hal yang terkait mengenai
penyimpangan dalam pelaksanaan akad paja tanaman kelapa di Desa Ketong

Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Ketong Kecamatan Balaesang
Tanjung Kabupaten Donggala sebagai objek penelitian agar dapat diketahui dan
ditemukan data mengenai sistem paja tanaman kelapa. Dipilihnya Desa Ketong

sebagai lokasi penelitian pada proposal ini didasarkan karena Desa Ketong

'Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian llmiah, Suatu Pendekatan Praktek ( Ed. 2, Cet.
IX; Jakarta : Rinekacipta, 1993), 209.
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merupakan tempat berlangsungnya praktek paja tanaman kelapa sehingga dapat

diteliti dan diketahui sistem yang mereka gunakan.
C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan
dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Kehadiran peneliti di Desa
Ketong juga diketahui/dengan seizin Kepala Desa, serta masyarakat yang ada di
Desa tersebut.

Kehadiran peneliti di tempat penelitian membutuhkan waktu kurang lebih
satu bulan untuk mencari informasi lisan maupun tulisan serta memperoleh data
yang benar-benar sesuai dengan bahan yang ada. Namun tidak menutup
kemungkinan bahwa penelitian ini akan memerlukan waktu tambahan jika situasi
dan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukannya hanya dalam waktu yang

ada.
D. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, maka penulis menggunakan

dua sumber data, yaitu :
1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung
dari lapangan® vyang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang
diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu di lokasi
penelitian, yang menjadi informan utama adalah kepala Desa Ketong, masyarakat

serta semua elemen yang berhubungan dengan judul penelitian.

*Kartini Kantono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung : Bandar Maju, 1996),
20.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpul dari berbagai
sumber yang telah ada. Seperti data yang diperoleh dari perpustakaan, dan
sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian,
artikel-artikel atau internet yang berhubungan dengan materi penelitian yang
tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data untuk penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah:

1. Teknik pengamatan (observasi)

Menurut Khaelan bahwa agar penelitian berjalan dengan lancar, maka
penelitian harus melakukan observasi awal serta orientasi keadaan lapangan
sebelum memulai mengumpulkan data. Karena tujuan observasi keadaan lapangan
adalah untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam.’

Obsevasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan
menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra
lainnya seperti telinga, pencium, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja
panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.*

Dalam melakukan observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara
langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban,

serta bukti terhadap fenomena yang terjadi di daerah tersebut.

*Khaelan, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Interdipliner — Metode Penelitian
Ilmu Agama Inter Konektif Interdisipliner Dengan Ilmu Lain (Cet. 1 ;Yogyakarta: Paradigma,
2010), 74.

*Burhan Bungi, Penelitian Kualitatif ;Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu
Sosial Lainnya, ( Jakarta : Kencana, 2007), 115-116.
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2. Teknik wawancara (interviw)

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data melalui wawancara
adalah metode utama atau metode kunci.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan
informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman wawancara.’

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa,
pihak pemaja, penerima paja serta orang-orang yang berhubungan dengan

penelitian ini.
3. Teknik Dokumentasi (Dokumenter)

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam metodologi penelitian sosial.’ Selain itu teknik pengumpulan
data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen  menggunakan  kamera. Keuntungan  menggunakan
dokumentasi ialah biayanya relati murah, waktu dan tenaga lebih efisien.’

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kamera smartphone untuk

melakukan dokumentasi.
F. Teknik Analisis
Teknik analisis dalam penelitian ini ada tiga yaitu :

1. Reduksi data

> Ibid., 108.
Bungin, Penelitian Kualitatif, 121.

"Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial (Cet. 2 ;
Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 69.
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Reduksi data yaitu merujuk pada pemilahan, pefokusan, penyederhanaan,
abstraksi, dan pentransformasi, “data mentah” manjadi catatan-catatan lapangan
tertulis.

2. Model data (data display)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. “model”
didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan
pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan keputusan.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data.
Pada bagian ini sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan
penelitian ini akan diseleksi dan validasinya data, sehingga data-data yang masuk

dalam pembahasan ini tidak diragukan keabsahannya.®

G. Data Pengecekan Keabsahan Data

Setelah selesainya laporan sementara, dilakukan pengecekan keabsahan
data apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Langkah selanjutnya
adalah melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan dan
mengungkapkannya dalam bentuk karya ilmiah yang tentu didukung oleh data
yang akurat.

Langkah terakhir dalam pengecekan keabsahan data ini, yaitu
mencocokkan data-data sesuai dengan sumbernya dengan memeriksa kembali
data-data yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau belum. Kemudian

didiskusikan dengan teman terutama dengan dosen pembimbing.

YEmzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),
129.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten

Donggala

Desa Ketong merupakan pemekaran dari Desa Rano, sejak tahun 1902. Desa
Ketong dahulunya merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Balaesang yang pada
waktu itu berkedudukan di Desa Rano. Kerajaan Balaesang dulunya berpusat di Desa
Rano pada tahun 1901 sebelum berpindah ke Ketong pada tahun 1902. Pada saat itu
masyarakat belum banyak yang mengetahui ilmu pengetahuan, yang ada hanyalah

bertani dengan cara berpindah-pindah.

Nama Desa Ketong berasal dari bahasa Mandar yaitu “Kattoang” sedangkan
dalam bahasa Balaesang yaitu “Gumbang” yang berarti “tempat penampungan air”.
Awal mula terbentuknya kata Ketong dikarenakan pada saat itu banyak orang mandar
yang berlayar dan singgah di kampung tersebut untuk mengambil air di gumbang.
Lalu mereka sering menyebut gumbang itu dengan kata katfoang dalam bahasa
mereka. seiring berjalannya waktu masyarakat yang ada di kampung itu menyebut
gumbang dengan kata kattoang sesuai dengan bahasa orang Mandar. Tetapi ada juga
masyarakat yang menyebutnya dengan kata Ketong, karena mereka mengatakan kata

kattoang terlalu sulit untuk diucapkan.

Seiring berjalannya waktu maka segalanyapun ikut mengalami perubahan dan

perkembangan kearah pertumbuhan. Maka masyarakat adat Balaesang memberi nama

36
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kampung yang disebut dengan kampung Ketong yang diambil dari bahasa Mandar
yaitu kattoang. Ketong ditetapkan sebagai satu pemukiman masyarakat adat karena
sebagai kedudukan Magau, juga sebagai kedudukan Kepala Kampung yang dipimpin
oleh salah seorang anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Magau, yang dianggap
mampu dalam situasi yang dualisme pada zaman itu, yaitu Pemerintahan dari zaman

Penjajahan Belanda dan Pemerintahan Adat.

Proses berjalan dan situasipun berkembang, maka pada tahun 1902, Ketong
resmi sebagai suatu tempat/pemukiman masyarakat adat Balaesang yang disebut
Kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang bernama “Syahbandar*

sebagai Kepala Kampung yang pertama. '

Kepala Kampung pertama melaksanakan tugasnya sampai masa bakti tahun
1908. Karena proses pergantian pimpinan adalah hal yang biasa dan wajar, sehingga
secara bergantian Kepala Kampung Ketong sejak Zaman Belanda hingga saat ini

adalah sebagai berikut :

Table 1. Daftar Nama Kepala Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung

Kabupaten Donggala
N Kepal
No. Periode ama fepaid Tahun Keterangan
Kampung/Desa

1 | Pertama Syahbandar 1902-1908 | Kepala Kampung
2 | Kedua Buol 1908-1915 | Kepala Kampung
3 | Ketiga Rajulaini 1915-1921 | Kepala Kampung
4 | Keempat Indapi 1921-1929 | Kepala Kampung

'Nasir. Ketua BPD. Wawancara. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala. 4 September 2017.
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5 | Kelima Saleh 1929-1930 | Kepala Kampung
6 | Keenam Djurumudi 1930-1935 | Kepala Kampung
7 | Ketujuh Lajunda 1935-1940 | Kepala Kampung
8 | Kedelapan Kode Maresu 1940-1951 | Kepala Kampung
9 | Kesembilan Achmad Lantera 1951-1954 | Kepala Kampung
10 | Kesepuluh Intjeiya 1954-1958 | Kepala Kampung
11 | Kesebelas Pabura 1958-1960 | Kepala Kampung
12 | Keduabelas Petompoi 1960-1963 | Kepala Kampung
13 | Ketigabelas Intjeiya 1964-1972 | Kepala Kampung
14 | Keempatbelas Shinta Lantera 1972-1979 KamI;iIr)lagl/i)esa
15 | Kelimabelas Salim Gorigi 1979-1989 Kepala

16 | Keenambelas Moh. Said Achmad 1989-1998 Kepala Desa
17 | Ketujuhbelas Hasta 1998-2006 Kepala Desa
18 | Kedelapanbelas | Bahrun Asma 2007-2013 Kepala Desa
19 | Kesembilanbelas | Rajab T. Saimu 2013-2018 Kepala Desa

Sumber : Berita Acara Penetapan Kampung Ketong Menjadi Desa

1. Batas wilayah

Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala memiliki

luas wilayah sebsar 2.764 Ha.

Adapun Batas-Batas Wilayah Desa Ketong yaitu :

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rano.

b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manimbaya.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kamonji.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar.




2. Keadaan geografi dan topografi Desa

Tabel 2. Jumlah Penduduk

Kasifikasi

Jumlah

Jumlah Rumah Tangga

525 rumah tangga

Jumlah laki- laki 1.199 orang
Jumlah perempuan 1.216 orang
Jumlah penduduk 2.415 orang

39

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Mei 2018

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur Laki — laki Perempuan Jumlah
0-12 bulan 31 27 58
13 bulan - 4 tahun 112 107 219
5 - 6 tahun 51 63 114
7 - 12 tahun 143 161 304
13 - 15 tahun 125 132 257
16 - 18 tahun 123 122 245
19 - 25 tahun 156 158 314
26 - 35 tahun 141 147 288
36 - 45 tahun 157 141 298
46 - 50 tahun 115 116 231
51 - 60 tahun 29 25 54




61 - 75 tahun 11 13 24
76 tahun keatas 5 4 9
Jumlah 1.199 1.216 2415
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Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Mei 2018

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama Jumlah
Islam 2407 orang
Protestan 8 orang
Katholik -
Budha -
Hindu -

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Mei 2018

Table 5. Tingkatan Ekonomi Masyarakat

Tingkat ekonomi Jumlah
Pra sejahtra 162 KK
Sejahtra 362 KK
Sedang -
Miskin -
Total KK 524 KK
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Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Mei 2018

Table 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Laki — laki Perempuan Jumlah
Tidak Pernah Sekolah 76 62 138
Tidak Tamat Sd 83 72 155
Tamat SD 231 239 470
Tidak Tamat SLTP 96 88 184
Tamat SLTP 221 209 430
Tidak Tamat SLTA 53 69 122
Tamat SLTA 184 201 385
Tamat D [ 7 9 16
Tamat D I 25 37 62
Tamat D II1 1 0 1
Tamat S1 26 33 59
Tamat S2 2 0 2
Tamat S3 0 0 0
Jumlah 1.005 1.019 2.024

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Mei 2018

Berdasarkan table di atas jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di

Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala masih perlu
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adanya peningkatan dan pembenahan. Karena masih banyak anak-anak yang belum
sekolah sampai tingkat SLTP dan SLTA, bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Ini
disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, di
samping itu mereka beralasan karena biaya sekolah yang mahal. Sekalipun
pemerintah telah mengeluarkan program wajib belajar sembilan tahun, akan tetapi
masih butuh biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Sedangkan, masyarakat
Desa Ketong rata-rata bermata pencaharian petani. Yang mana jika bukan musim

panen penghasilan mereka di bawah rata-rata. Sehingga banyak anak-anak putus

sekolah.
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian pokok Jumlah
Buruh Tani 11 orang
Petani 647 orang
Peternak 23 orang
Pedagang 9 orang
Tukang Kayu 10 orang
Tukang Batu 6 orang
Nachoda -
PNS 57 orang
Pensiunan 6 orang
TNI/POLRI -
Perangkat Desa 13 orang
Industri kecil -
Bidan 3 orang
Honorer 15 orang
Lain-lain -
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Jumlah tenaga kerja 800 orang

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018

Dari table di atas bahwa jumlah penduduk menurut mata pencaharian, maka
terlihat dengan jelas bahwa jumlah penduduk petani yang berada di Desa Ketong
Kecamatan balaesang Tanjung Kabupaten Donggala memiliki jumlah yang lebih
tinggi jika dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya. Khususnya petani

tanaman kelapa.
Tabel 8. Potensi Tanah Pertanian

Tanah pertanian Luas
Kelapa 921,3 Ha
Coklat -
Pala 691 Ha
Durian -
Rambutan -
Cengkeh 691 Ha
Jati 552,8
Sawah 25 Ha

Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018

Berdasarkan table di atas, potensi tanah pertanian yang berada di Desa Ketong
Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala memiliki potensi tanah
pertanian kelapa yang paling luas dibandingkan dengan potensi tanah pertanian

lainnya. Sehingga masyarakat Desa Ketong pada umumnya dalam melakukan paja
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hanya menggunakan tanaman kelapa sebagai jaminan. Adapun alasan masyarakat
Desa Ketong melakukan paja menggunakan tanaman kelapa yaitu, karena masyarakat
Desa Ketong rata-rata memiliki tanaman kelapa dan tanaman kelapa juga tidak
membutuhkan waktu lama untuk dipanen.

Tabel 9. Sarana Prasarana

Jenis Prasarana Jumlah/unit

Kantor Desa 1 unit
Gedung SLTP 1 unit
Gedung SLTA 1 unit
Gedung SD 4 unit
Gedung TK 1 unit
Gedung PAUD 1 unit
Mes;jid 4 unit
Polindes 3 unit
Poskesdes 1 unit
Pustu 1 unit
Poskamling -
Jembatan 11 buah
Gedung TPA/TPQ -
Gedung Perpustakaan 1 unit
Air Bersih 3 unit
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Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018

3. Struktur Organisasi Desa Ketong Tahun 2018

Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan antara satuan-satuan
organisasi yang didalamnya terdapat hubunngan tugas, jabatan, wewenang dan
tanggung jawab. Struktur organisasi dapat pula dikatakan sebagai suatu sistem
pembagian kerja secara teratur sebagai hal yang paling mendasar untuk mencapai
efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja. Sebab pembagian kerja yang transparan
dapat menghindarkan pelaksanaan tugas organisasi yang tumpang tindih. Berdasarkan
uraian tersebut dapat disimpulkan struktur organisasi secara lengkap menggambarkan
jalur atau alur hirarki antara satuan-satuan organisasi, para pejabat dan keberadaan
pegawai. Berdasarkan pedoman tersebut maka struktur organisasi dan tata kerja di
Desa Ketong adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Pemerintahan
4. Kaur Ekonomi dan Pembangunan
5. Kaur Kesra
6. Kau Keuangan
7. Kaur Umum
8. Serta para kepala dusun.
Untuk lebih jelanya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi sebagai

berikut :



BPD

ABD. N

Struktur Organisasi Desa Ketong

Kepala Desa

asir

Rajab T. Saimu
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Sekretaris
Ilham
|
Kaur pemerintahan Kaur umum Kaur kesra
Muis Muhlis Kasmin
Kaur keuangan Kaur pembangunan
Sahlan Yahya
Kadus I Kadus 111 Kadus V Kadus VI
Hajimat Suparni Faridudin Irham
\
Kadus II Kadus IV
Sunardi Boy
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B. Sistem “Paja” Tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang

Tanjung Kabupaten Donggala
1. Gambaran umum paja tanaman kelapa

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu saling membutuhkan satu sama lain,
maka dari itu harus bisa saling melengkapi, dan saling memberi antara sesama umat
muslim. Yang pada dasarnya setiap individu memiliki permasalahan kebutuhan yang
berbeda-beda, adakalanya kebutuhan itu dapat dipenuhi seketika itu juga dan
adakalanya kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi seketika itu.

Paja tanaman kelapa menurut pandangan masyarakat desa Ketong adalah
pinjaman dengan jaminan dengan menggunakan jangka waktu antara pemaja (orang
yang meminjam uang) dan penerima paja (orang yang memberikan pinjaman uang),
pemaja menerima uang yang ia butuhkan sedangkan penerima paja mendapatkan

barang jaminan. Sebagaimana dikemukakan bapak Thsan sebagai berikut :

Paja adalah pinjaman dengan jaminan tanaman kelapa dan menggunakan
jangka waktu yang ditetapkan antara pemaja dan penerima paja, dimana
pemaja mendapatkan pinjaman uang sedangkan penerima paja mendapatkan
barang jaminan.

Terjadinya paja tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang
Tanjung Kabupaten Donggala sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang
mengalami kebutuhan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang cukup
besar, sekalipun menunggu hasil panen kemungkinan tidak dapat menutupi besarnya

uang yang dibutuhkan. Biasanya uang hasil pinjaman diperlukan untuk pendidikan

’Ihsan. Petani. Wawancara. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala. 07 Juni 2018.
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anak, biaya kedukaan, membayar hutang dan sebagainya. Seperti yang dikemukakan

oleh bapak Rajab T. Saimu Kades Desa Ketong.

Paja tanaman kelapa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ketong,
apabila mereka membutuhkan uang yang sangat mendesak. Baik untuk
kebutuhan pendidikan anak, biaya kedukaan, dan membayar hutang.’

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya sebagian dari
masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
memajakan kelapanya untuk biaya pendidikan anaknya. Biaya sekolah yang semakin
mahal membuat orang yang kurang mampu terpaksa memajakan kelapanya demi
biaya pendidikan anaknya. Bukan hanya biaya pendidikan yang menjadi alasan
mayarakat Desa Ketong melakukan paja tanaman kelapa, tetapi juga biasanya biaya

berobat dan bayar hutang.
2. Proses terjadinya paja tanaman kelapa

Prosedur dalam melaksanakan transaksi paja tanaman kelapa yang terjadi di
Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala antara pemaja dan
penerima paja. Pemaja mendatangi penerima pagja dan terlebih dahulu
memberitahukan besar uang yang mereka butuhkan lalu menewarkan tanaman
kelapanya sebagai jaminan utang. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Muhidin

sebagai berikut :

Saya bersama iparku ke rumah H.Arfan meminjam uang sebesar 10 juta, dan
menawarkan kepadanya jaminan tanaman kelapa yang berada di Sinakan
sebanyak 160 pohon.*

3 Rajab T. Saimu. Kepala Desa Ketong. Wawancara. Desa Ketong Kecamatan Balaesang
Tanjung Kabupaten Donggala. 18 Mei 2018.

*Muhidin. Petani. Wawancara. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala. 15 Juni 2018.
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Dalam penaksiran jumlah tanaman kelapa dengan jumlah uang serta jangka
waktu pengembalian barang jaminan (tanaman kelapa), taksiran yang dilakukan
antara pemaja dan penerima paja tentunya melalui ijab kabul. Ijab di sini seperti yang
diucapkan bapak Arianto “Saya mau meminjam uang sebanyak 5 juta, dengan
jaminan tanaman kelapa sebanyak 100 pohon yang berada di daerah Tanjung”. Yang
kemudian dijawab oleh bapak H.Arfan selaku penerima paja, “saya serahkan uang
sebanyak 5 juta dan saya terima tanaman kelapa sebanyak 100 pohon tetapi dengan
jangka waktu pengembalian tanaman kelapa selama 10 tahun”. Tentunya saja dalam
melakukan ijab kabul dihadirkan saksi. Maka secara otomatis segala pemanfaatan dan

hasil panen tanaman kelapa berada di tangan bapak H.Arfan.

Tetapi biasanya dilakukan pengecekan tanaman kelapa yang ingin dijadikan
jaminan apabila penerima paja belum pernah melihat atau mengetahui daerah
tanaman kelapa yang ingin dijadikan jaminan. Setelah satu hari kemudian baru

diserahkan uang yang dipinjam.

Pada penelitian paja tanaman kelapa ini penulis mendapatkan kasus bahwa
pemaja boleh memegang barang jaminan dengan alasan bahwa penerima paja berada
di daerah yang jauh dari Desa Ketong, sehingga penerima paja tidak bisa menjaga,
merawat serta memanen tanaman kelapa setiap pertiga bulan. Sebagaimana dijelaskan

bapak Ansar sebagai berikut :

Saya melakukan akad paja tanaman kelapa kepada kerabat saya yang berda di
Kota Palu. Dalam perjanjian tersebut kami sepakat bahwa tanaman kelapa
yang dijadikan jaminan tetap saya yang pegang. Karena beliau punya
kesibukan yang lain sehingga tidak ada waktu untuk mengurus ataupun
memanennya.”

’Ansar. Petani. Wawancara. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala. 10 Juni 2018.
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Di dalam melakukan akad perjanjian paja tanaman kelapa antara pemaja dan
penerima paja dilakukan secara lisan hanya saja dikuatkan oleh kwitansi yang

dibubuhi materai 6000. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Muriani sebagai berikut :

ketika kami melakukan akad paja tanaman kelapa, kami melakukannya hanya
secara lisan dan dikuatkan oleh kwitansi yang dibubuhi materai 6000. Pada
saat kami melakukan akad tersebut dihadiri oleh dua atau tiga orang saksi.®

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem paja yang yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala hanya dilakukan secara lisan. tidak menggunakan surat perjanjian,

sekalipun melakukannya dengan orang yang jauh dari Desa Ketong.
3. Pelaku paja tanaman Kelapa

Pelaku paja tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan
Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala pada umunya dilakukan oleh para petani
yang membutuhkan uang yang mendesak dengan jumlah yang cukup besar. Bisanya
mereka memajakan tanaman kelapa kepada pedagang dan kerabat. Sebagaimana yang
dikemukakan beberapa informan sebagai berikut :

Ibu Suharti mengemukakan bahwa :

Saya melakukan paja tanaman kelapa kepada kerabat saya sebanyak 148
pohon dengan jumlah uang sebesar 18 juta dengan jangka waktu selama 5
tahun dan dihadiri 3 orang saksi.’

Hal ini di jelaskan pula oleh bapak Arianto sebagai berikut :

Muriani. Pedagang. Wawancara. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala. 25 Mei 2018.

’Suharti. URT. Wawancara. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala. 01 Juni 2018.
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Saya memajakan tanaman kelapa kepada pedagang sebanyak 160 pohon
dengan jumlah uang sebanyak 5 juta selama 10 tahun, dalam pelaksanaan
akad tersebut dihadiri 2 orang saksi.®

4. Proses pelunasan paja tanaman kelapa

Proses pelunasan pada paja tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong
Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala berbeda dengan proses
pelunasan gadai. Dalam sistem gadai cara pelunasan dilakukan dengan cara
membayar tunai apabila rahin sudah mempunyai uang untuk menebus hutangnya.
Sedangkan di dalam sistem paja cara pelunasanya diambil dari hasil panen tanaman
kelapa yang dijadikan jaminan. Tanaman kelapa yang berada di desa Ketong biasanya
dipanen sebanyak empat kali dalam setahun. Sebagaimana dijelaskan bapak Sutrisno

sebagai berikut :
Tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung
Kabupaten Donggala biasanya dipanen empat kali dalam setahun, maka dari

hasil panen kelapa tersebut yang akan melunasi hutang kami selama jangka
waktu yang telah ditetapkan di awal perjanjian.’

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pemegang barang jaminan ada dua

macam, maka cara pelunasannyapun ada dua macam sebagai berikut :
a. Barang jaminan di tangan pemaja

Setelah akad yang dilakukan antara pemaja dengan penerima paja dan telah

ditetapkan bahwa barang jaminan berada di tangan pemaja. Secara otomatis seluruh

$Arianto. Petani. Wawancara. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala. 21 Mei 2018.

’Sutrisno. Petani. Wawancara. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Donggala. 28 Mei 2018.



52

biaya perawatan dan proses panen mulai dari pajat sampai timbangan diambil dari
hasil panen kelapa tersebut. Kemudian hasil panen tersebut dikirim kepada penerima
paja setiap selesai panen dan ini dilakukan selama jangka waktu yang ditetapkan di

awal perjanjian. Sebagaimana dijelaskan bapak Ansar sebagai berikut :

Setiap hasil panen tanaman kelapa yang saya pajakan kepada kerabat saya,
hasil penen tersebut dikirim ke Palu, kemudian separuh dari hasil
penjualannya dikirim kembali kepada saya untuk pembayaran upah kerja dan
biaya perawatan. '’

Apabila dalam proses perawatan dan pengerjaan kelapa tersebut hanya
dilakukan oleh pemaja maka ia mendapatkan keuntungan dari hasil tanaman kelapa
tersebut sebagai upah kerja. Dan apabila pengerjaan dilakukan oleh orang lain maka

pemaja membayar upah kerja kepada orang tersebut.
b. Barang jaminan di tangan penerima paja

Berbeda dengan di atas, setelah akad perjanjian dilakukan maka secara
otomatis barang jaminan dikuasai penuh oleh penerima paja. Semua biaya perawatan
dan pengerjaannya ditanggung penerima paja, dan hasil panen setiap kalinya dikuasai
penuh oleh penerima paja selama jangka waktu yang telah ditetapakan di awal

perjanjian antara pemaja dan penerima paja.

Ketika dalam perjanjian telah disepakati bahwa jangka waktu yang ditetapkan
selama 10 tahun maka proses yang dilakukan di atas selama 10 tahun juga tidak boleh
kurang dan tidak boleh lebih seperti yang disepakati ketika waktu akad dilakukan.

Apabila jangka waktu sudah sampai 10 tahun dan jumlah uang yang dipinjam belum

1Angar. Petani.



53

terlunasi maka secara otomatis barang jaminan akan kembali kepada pemiliknya.
Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah uang yang dipinjam telah terlunasi tetapi
jangka waktu belum sampai 10 tahun maka pemaja belum bisa memanfaatkan barang
jaminan secara penuh karena dalam akad sudah ditetapkan jangka waktu

pengembalian barang jaminan.

Dalam hal ini penulis menerangkan upah kerja kelapa yang dilakukan

masyarakat Desa Ketong mulai dari perawatan sampai kupas kelapa adalah sebagai

berikut :
Ket :
1) Jumlah kelapa : 160 pohon
2) Buah kelapa : 2.500 biji
3) Jangka waktu : 10 tahun

4) Uang yang dipinjam : Rp. 10.000.000
Upah :

1) Upah paras 7 orang : Rp. 420.000

2) Upah kumpul 4 orang : Rp. 240.000

3) Upah gerobak : Rp. 250.000

4) Upah kupas kelapa  : Rp. 125.000

Rp. 1.675.000
Jawab :
1) 2.500 biji kelapa = 8,5 karung strep kopra
2) 1 karung =75kg
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3) 8,5 karung =630 kg

4) 630kg X Rp.3500 =Rp.2.205.000

Upah kerja =Rp. 1.675.000
Rp. 530.000
10 tahun = 40 panen

Rp. 530.000 X 40  =Rp. 21.200.000"

Dari keterangan di atas kita dapat melihat bahwa jumlah uang yang dipinjam
menjadi dua kali lipat dari hasil paja tanaman kelapa, Tapi tidak menutup
kemungkinan hasil panen tanaman kelapa lebih banyak dari itu atau lebih sedikit dari
itu, sesuai dengan cuaca.

Dalam paja tanaman kelapa ini mereka tidak menghitung ataupun mencatat
setiap panennya. Tetapi mereka hanya berpatokan dari jangka waktu yang diberikan.

5. Motivasi masyarakat dalam melakukan paja tanaman kelapa

Paja tanaman kelapa yang dilakukan masyarakat Desa Ketong berdasarkan
atas dorongan kebutuhan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang cukup
besar, sekalipun menunggu hasil panen kemungkinan tidak dapat menutupi besarnya
uang yang dibutuhkan. Biasanya uang hasil pinjaman diperlukan untuk biaya
pendidikan anak, membayar hutang dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara seorang petani yang bernama bapak Arianto sebagai berikut :

Alasan saya melakukan paja tanaman kelapa yaitu untuk membayar hutang,
karena yang punya uang sudah membutuhkannya sehingga saya memutuskan
untuk melakukan paja tanaman kelapa agar dapat melunasi hutang tersebut. 2

"Muhidin. Petani.
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Hal ini ditambahkan lagi oleh ibu Suharti sebagai berikut :

Alasan saya melakukan pagja tanaman kelapa dikarenakan kebutuhan yang
sangat mendesak yaitu membayar uang semester anak saya dan untuk biaya
pengobatan bapak saya yang memerlukan biaya yang sangat banyak. Sehingga
kami memilih melakukan pagja tanaman kelapa karena menurut kami itu
adalah jalan yang sangat cepat.'”

Hal ini ditambahkan lagi oleh bapak muhidin.

Alasan saya melakukan pagja tanaman kelapa yaitu untuk menambah biaya
pernikahan adik saya.'

Pada dasarnya masyarakat Desa Ketong melakukan paja tanaman kelapa
karena tidak ada jalan lain ditempuh selain melalui paja tanaman kelapa. Kebutuhan-
kebutuhan inilah yang pada akhirnya masyarakat merelakan tanaman kelapanya untuk
dipajakan.

6. Keuntungan dan kerugian dalam melakukan praktek paja tanaman
kelapa

Dalam melakukan semua transaksi pasti ada yang untung dan ada yang rugi.
Penulis akan memaparkan keuntungan dan kerugian dalam melakukan pagja tanaman
kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten
Dongga sebagai berikut :

a. Keuntungan
Keuntungan sistem paja tanaman kelapa yang dilakukan masyarakat Desa

Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala yaitu bagi pemaja bisa

12 Arjanto. Petani.
BSuharti. URT.
“Muhidin. Petani
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dengan mudah mendapatkan uang untuk kebutuhan yang mendesak dengan jumlah
yang cukup besar. Keuntungan bagi penerima paja adalah mendapatkan
pengembalian uang yang banyak apabila dalam jangka waktu yang ditetapakan hasil
panen tanaman kelapa selalu banyak dan harga jualnya selalu tinggi.
b. Kerugian

Kerugian dalam sistem paja tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan
Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala yaitu bagi penerima paja adalah apabila
selama jangka waktu yang ditetapkan hasil panen tanaman kelapa dan harga jual
paling sering menurun. Adapun kerugian dirasakan oleh pemaja karena jangka waktu
yang diberikan terlalu lama sedangkan uang yang dipinjam tidak sebanding dengan
jangka waktu yang diberikan. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Muhidin sebagai

berikut :

Saya memajakan kelapa sebanya 160 pohon dengan jumlah uang sebanyak 10
juta dan jangka waktu yang diberikan selama 10 tahun. Saya terpaksa
melakukannya paja tanaman kelapa karena tidak ada lagi jalan lain dan kami
sangat membutuhkan uang tersebut. "

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Paja merupakan
kegiatan tolong menolong dalam bentuk pinjaman yang disertai dengan barang
jaminan, dalam hal ini barang jaminannya adalah tanaman kelapa, dan menggunakan
jangka waktu. Paja tanaman kelapa ini pada dasarnya kadang menguntungkan
penerima paja kadang juga menguntungkan pemaja. Tergantung hasil panen dan

harga jual.

SMuhidin. Petani
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C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Paja Tanaman Kelapa di

Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Gadai merupakan sistem perjanjian atau akad dalam bermuamalah yang
dilakukan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan
suatu barang sebagai jaminan atas utang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dalam

firman Allah swt dalam Q.S al-Bagarah (2) : 283. Sebagai Berikut :

P
% . 274

L BT AT B O S AT -
.......... MMU&)L%K‘)@H)JLN&/JQ/D
Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). '

Berdasarkan ayat di atas bolehnya memberi barang tanggungan sebagai
jamina pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan
dalam perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan
dalam perjalanan. Nabi saw. pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang
Yahudi, padahal ketikan itu beliau sedang berada di Madinah."’

Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai hasrat untuk hidup bersama.
Lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang mahluk hidup
secara layak dan sempurna tanpa bantuan dan atau kerja sama dengan orang lain.
Oleh sebab itu, kerja sama antara manusia merupakan sebuah kebutuhan. Dalam
kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak,

seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan

"“Departeman Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahan; Al-Jumanatul ‘Ali (Bandung: J-ART,
2004),49.

""M. Quraish Shihab, Tafsil Al-Misbah, (Cet, 4: Ciputat : Lentera Hati, 2000), 570
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yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan suatu
jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya wuang pinjaman tidak dapat
dikembalikan.'®

Hal utama yang menjadi prinsipil dalam melaksanakan suatu transaksi ialah
keabsahan akad dalam melakukan praktek gadai, termaksud dalam penelitian ini
sistem paja tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang
Tanjung Kabupaten Donggala. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi dalam
keabsahan akad berdasarkan rukun dan syarat menurut Islam adalah :

1. Rukun

a. Aqid (pemaja dan penerima paja)

b. Shighat (lafaz 1jab kabul)

c. Marhiin Bih (utang)

d. Marhiin (tanaman kelapa)

Dalam sistem paja tanaman kelapa yang terjadi di Desa Ketong Kecamatan
Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala sudah terpenuhi rukunnya, yaitu adanya
aqid (pemaja dan penerima paja), shighat (1jab dan kabiil), marhiin bih (utang) dan
marhun (tanaman kelapa).

2. Syarat

a. Persyaratan Aqid (pemaja dan penerima paja)

Persyaratan agqid dalam sistem pagja tanaman kelapa yang berada di Desa
Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala peneliti melihat sudah

memenuhi syarat. Yaitu orang yang melakukan akad sudah dewasa, sehat akalnya

"®Hasan M. Ali, Masail Fighivah (Ed. Revsi, Cet. 4: Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003),124.
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(tidak gila atau mabuk) dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,
Sebagaimana pendapat ulama sebagai berikut.

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut
ulama Hanafiyyah ahliyah adalah kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan
akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan akad jual beli, maka sah
dan boleh untuk melakukan akad rahn. Maka disyaratkannya kedua belah pihak yang
mengadakan akad rahn harus berakal dan mumayyiz (batas dimana seorang anak telah
wajib mengerjakan shalat lima waktu sebelum memasuki masa akhir Baligh).

Sedangkan ahliyah di dalam rahn menurut selain ulama Hanafiyyah adalah
kelayakan kompetensi melakukan jual beli dan kelayakan kompetensi untuk
melakukan derma. Jadi akad rahn sah jika diadakan oleh orang yang sah akad jual
beli dan dermanya. Karena rahn mengandung unsur derma yang tidak wajib. Oleh
karena itu, akad rahn tidak sah jika diadakan oleh orang yang dipaksa untuk
mengadakannya, oleh anak kecil yang belum baligh, oleh orang gila dan oleh muflis
(orang yang jatuh bangkrut, pailit). Akad rahn juga tidak sah jika dilakukan oleh
pihak wali, baik itu ayahnya, kakek atau washi (pengasuh dan pengelola harta anak
yatim) kecuali adanya kondisi darurat atau terpaksa, atau adanya kemaslahatan dan
kebaikan yang nyata bagi si anak yang berada di bawah perwakilan.'’

b. Syarat Shighat (1afaz 1jab kabiil)

Syarat shighat dalam sistem pagja tanaman kelapa yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tidak

sesuai dengan hukum Islam. Karena ketika melakukan ijab kabul salah satu pihak

Wahbah Az-Zuhaili. Figih Islam Wa Adillatuhu. terj., Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Cet.
1, jilid 6 ; Jakarta: Gema Insani, 2011), 112-113.
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mensyaratkan sesuatu, yang dimaksud sesuatu di sini adalah jangka waktu
pemanfaatan barang jaminan. Adapun pendapat para ulama tentang syarat shighat
yang sebenarnya adalah sebagai berikut.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak boleh
disyaratkan kepada waktu mendatang. Karena akad rahn memiliki unsur kesamaan
dengan akad jual beli dilihat dari sisi bahwa rahn adalah jalan untuk membayar utang
dan mendapatkan pembayaran utang, *°

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam gadai ada yang sahih
dan yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut.

1) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat dalam gadai ada tiga yaitu :

a) Syarat yang sah yaitu mensyaratkan di dalam akad rahn dengan sesuatu yang
sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi akad rahn itu sendiri, seperti
mensyaratkan diutamakan dan diprioritaskannya pihak murtahin untuk
dibayar utangnya ketika pihak rahin tidak hanya memiliki tanggungan utang
kepada murtahin saja, akan tetapi juga memiliki tanggungan utang kepada
orang lain.

b) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku yaitu mensyaratkan dengan sesuatu
yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti mensyaratkan
hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu umpamanya, maka
syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad rahn yang ada tetap

sah.”!

1bid., 118.
bid., 119.
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c) Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad rahn yang ada ikut menjadi
tidak sah seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak
murtahin, seperti mensyaratkan pihak murtahin tidak boleh menjual barang
yang digadaikan setelah utang yang ada telah jatu tempo sedangkan pihak
rahin belum juga membayar utang yang ada kecuali setelah satu bulan
misalnya.”*

2) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan
dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak membawa kepada sesuatu
yang haram, maka syarat tersebut sah. adapun syarat yang bertentangan dengan
apa yang dikehendaki oleh akad, maka syarat itu fasid (batal, tidak sah) dan
menjadikan akad rahn yang ada ikut menjadi batal dan tidak sah.

3) Menurut Ulama Hanabilah memiliki pendapat yang sama dengan pendapat ulama
Malikiyyah, yaitu bahwa syarat ada dua macam, sah dan fasid.

a) Syarat yang sah adalah syarata yang mengandung kemaslahatan akad, tidak
bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak membawa
kepada sesuatu yang dibenci oleh syara.

b) Syarat yang fasid adalah syarat yang bertentangan dengan apa yang
dikehendaki akad, seperti mensyaratkan barang yang digadaikan tidak boleh
dijual ketika utang yang ada telah jatuh tempo, atau mensyaratkan utang yang
ada tidak dibayar dari harga barang yang digadaikan.”

c. Syarat Marhun Bih (Utang)

21bid., 120.
BIbid., 121.
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Marhiin bih dalam sistem paja tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong
sudah terpenuhi syaratnya antara lain marhiin bih harus merupakan hak wajib
diserahkan kepada pemiliknya, marhiin bih memungkinkan untuk dibayarkan dan hak
atas marhun bih harus jelas. Sebagaimana pendapat para ulama sebagai berikut.

Marhiin Bih adalah hak yang diberikan ketika gadai. Ulama Hanafiyah
memberikan beberapa syarat, yaitu :

1) Marhin Bih harus merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya

Menurut ulama selain Hanafiyah, marhiin bih harus berupa utang yang
ditanggung, maksudnya utang tersebut adalah utang yang wajib dibayar dan
diserahkan oleh rahin.”*

2) Marhin bih memungkinkan dapat dibayarkan

Apabila marhin bih tidak mungkin untuk terbayarkan dari marhiin, maka
akad rahn tidak sah. Karena menerima gadai tujuannya adalah untuk mendapatkan
pembayaran hak atau utang.”’

3) Hak atas marhiin bih harus jelas

Ulama Syafi’tya dan Ulama Hanabilah mensyaratkan tiga hal terhadap
marhiin bih seperti berikut :

1) Berupa tanggungan utang yang positif dan wajib, seperti jaminan utang, nilai
harga barang yang dirusakkan, atau berupa kemanfaatan seperti jasa.
2) Utang yang dijadikan marhiin bih sifatnya harus positif dan mengikat atau akan

berujung positif dan mengikat.

*Ibid.,123.
» Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Y ogyakarta : UII Press, 2000), 53.
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3) Utang yang dijadikan marhin bih harus diketahui dengan jelas spesifikasinya,

yaitu kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak.®
d. Syarat Marhiin
Barang jaminan dalam sistem pagja tanaman kelapa sudah memenuhi syarat,
karena barang yang dijadikan jaminan merupakan benda bernilai, harus berupa harta,
dan barang jaminan statusnya milik pihak pemaja, barang jaminan yang dimaksud
disini adalah tanaman kelapa. Sebagaimana syarat marhiin menurut ulama
Hanafiyyah.
1) Marhiin harus bisa dijual
Yaitu marhiin harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini,
maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad, tidak sah
menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada.
2) Marhiin harus berupa harta
Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta,
seperti bangkai hasil buruan tanah haram.
3) Marhiin harus memiliki nilai
Maksudnya boleh digunakan dan boleh dimanfaatkan menurut agama,
sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari marhiin tersebut.
4) Marhun harus jelas dan pasti
Sebagaimana halnya barang yang dijual juga disyaratkan harus diketahui

dengan jelas dan pasti

*Az-Zuhaili, Figih Islam, 130-132.
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5) Marhun statusnya harus milik rahin
Menurut ulama Hanafiyyah, syarat ini bukan merupakan syarat sah akad rahn,
akan tetap syarat berlaku efektifnya akad rahn. Berdasarkan hal ini, maka bisa
diketahui hukum menggadaikan harta milik orang lain.
3. Rahin memanfaatkan marhiin
Sistem paja tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan
Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala pihak pemaja memanfaatkan barang yang
dijadikan jaminan. Sebagaimana pendapat para ulama sebagai berikut.
Ulama Syafi’tyah yang mengatakan boleh bagi rahin memanfaatkan marhin
selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudaratan bagi pihak murtahin.”’
Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan
marhiin dalam bentuk menggunakan, menaikin, mengenakan, menempati atau lain
sebagainya kecuali dengan izin murtahin **
4. Murtahin memanfaatkan marhiin
Pemanfaatan barang jaminan oleh penerima paja tanaman kelapa yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Ketong sudah sesuai dengan syariat, sebagaimana
pendapat ulama yang mengatakan bahwa pihak murtahin boleh memanfaatkan
marhin.
Ulama Malikiyyah berpendapat apabila rahin mengizinkan murtahin untuk

memanfaatkan marhiin atau murtahin mensyaratkan ia boleh memanfaatkan marhiin

Ibid., 189
2Ibid., 190
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maka itu boleh jika utang yang ada adalah dikarenakan akad jual beli atau yang
sejenisnya dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas
agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merusak akad ijarah karena
itu adalah bentuk jual beli dan ijarah, dan itu adalah boleh. Diperbolehkannya hal ini
dengan cara murtahin mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara
gratis, atau dimasukkan kedalam pembayaran utang yang ada sedangkan sisa utang
yang ada harus segera dilunasi.”

Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan murtahin terhadap marhin jika
memang ada imbalan, tidak gratis, maka itu boleh marhiin bih berupa pinjaman utang
maupun yang lainnya jika memang itu adalah dengan imbalan ajrul mitsli (biaya
sewa standar). Namun jika pemanfaatan tersebut gratis tanpa imbalan, maka tidak
boleh jika marhiin bih berupa pinjaman utang. Dan jika murtahin memanfaatkan
marhiin tanpa seizing rahin, maka itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang
yang ada.

Sedangkan apabila marhiin adalah berupa hewan, maka murtahin boleh
memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah,
namun dengan syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar
nafkah dan biaya kebutuhan marhiin yang dikeluarkan oleh murtahin, dengan tetap
memperhatikan sikap proposional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan

marhiin. Meskipun rahin tidak mengizinkan hal tersebut.*

»Ibid., 194
Ibid., 196



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai

upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini. Penulis

menarik kesimpulan tentang sistem paja tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan

Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala sebagai berikut:

1.

Sistem paja tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung
Kabupaten Donggala yaitu diawali dengan perjanjian akad paja antara pemaja
dan penerima paja yang dilakukan secara lisan karena alasan sudah saling
percaya antara satu dengan yang lain, dan dihadiri oleh dua orang saksi
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Paja tanaman kelapa biasanya
dilakukan kepada pedagang atau kerabat terdekat. Proses pelunasan paja
tanaman kelapa tidak menghitung ataupun mencatat setiap hasil panen, tetapi
berpatokan kepada jangka waktu yang diberikan sehingga menimbulkan
gharar didalam akad tersebut. Sistem pagja tanaman kelapa kadang

menguntungkan salah satu pihak kadang juga merugikan salah satu pihak.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem paja tanaman Kelapa di
Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala rukun,
syarat aqid, syarat marhiun bih, syarat marhin, rahin memanfaatkan marhiin
dan murtahin memanfaatkan marhiin sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang

menjadi permasalahan adalah syarat shighat karena dalam melakukan akad
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1jab kabill pihak penerima paja mensyaratkan sesuatu yang bisa saja

merugikan salah pihak dikemudian hari.
B. Saran-Saran

Dalam kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang
berkaitan dengan pembahasan mengenai sistem paja tanaman kelapa di Desa Ketong

Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala sebagai berikut :

1. Sistem pagja tanaman kelapa yang terjadi pada masyarakat Desa Ketong
Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala ini harus diperhatikan
akad yang diucapkan oleh pemaja dan penerima paja harus sesuai dengan
syariat Islam. Karena akad dalam transaksi paja sangatlah penting dan
menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi paja yang
dilakukan oleh pemaja dan penerima paja, apabila akadnya saja salah maka
bisa dipastikan sistem paja tersebut akan merugikan salah satu antara pemaja
dan penerima paja.

2. Mengenai proses pelunasan paja tanaman kelapa hendaklah dicatat setiap
pemasukan setiap hasil panennya agar diketahui berapa jumlah utang yang

sudah terbayar.
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DOKUMENTASI







PEDOMAN WAWANCARA

. Bagaimana gambaran umum tentang paja tanaman kelapa di Desa Ketong ?
. Ketika anda melakukan paja tanaman kelapa tata cara seperti apa yang anda
lakukan, apakah sistem yang anda lakukan berdasarkan tradisi atau
berdasarkan syariat Islam ?

. Apa yang menyebabkan anda melakukan paja tanaman kelapa ?

. Kepada siapa anda melakukan paja tanaman kelapa ?

. Berapa uang yang bias dipinjam dari hasil paja tanaman kelapa ?

. Bagaimana sistem paja yang dilakukan ?

. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk mengembalikan barang
jaminan ?

. Bagaimana proses pelunasannya ?

. Apa saja keuntungan dan kerugian dalam melakukan paja tanaman kelapa ?
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